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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Referensi berjudul Hukum
Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (Sebuah Konsep Penerapan
Online Dispute Resolution di Indonesia) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peningkatan penggunaan ecommerce secara otomatis meningkat pula
sengketa yang dihadapi konsumen. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi
saat ini dirasa terlalu lama dan mahal membuat pemerintah memberikan
alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi / Alternatif Penyelesaian sengketa
yang diharapkan dapat memberikan solusi atas sengketa konsumen yang
terjadi. Fenomena Penggunaan Teknologi Informasi Internet selain
memberikan dampak munculnya sengketa Konsumen pengguna ecommerce
dan juga memberikan alternatif Penyelesaian sengketa melalui Online Dispute
Resolution (ODR) yang secara detail akan di bahas dalam buku ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya buku
ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat
tidak hanya bagi mahasiswa hukum sebagai bagian dari proses pembelajaran,
tetapi juga bagi praktisi hukum seperti advokat, mediator, arbiter, akademisi,
serta regulator yang sedang mengembangkan kebijakan penyelesaian sengketa
yang lebih modern dan adaptif.

Selain itu, masyarakat umum juga diharapkan dapat memperoleh
pemahaman praktis mengenai cara penyelesaian sengketa konsumen secara
adil dan efisien. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan,
baik dari sisi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap
kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan pada
edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam
penguatan sistem penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

Surakarta, 1 Juli 2025

Penulis
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BAB |
TINJAUAN UMUM MENGENAI
SENGKETA

1.1 PENGERTIAN SENGKETA

Sengketa merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan
hukum dalam kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, sengketa
diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak atau
kewajiban hukum, yang perlu diselesaikan melalui proses tertentu demi
tercapainya keadilan. Sengketa bisa muncul karena ingkar janji (wanprestasi)
atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap tindakan
melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk
memberikan ganti rugi (Pratama, 2023).

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu
ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah
konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh
semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung
bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa.
Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan
bagaimana penyelesaiannya.

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan
atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-
orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek
permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara
individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau
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kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan
akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat: Macam-macam
penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa
yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh
kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan).
Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah
Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :Macam-macam penyelesaian
sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang
dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh
kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan).
Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang
berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan
akibat hukum bagi keduanya.

Secara istilah, "sengketa" dan "konflik" sering kali digunakan secara
bergantian, padahal memiliki arti yang berbeda. Takdir Rahmadi (2011)
menjelaskan bahwa konflik memiliki cakupan yang lebih luas dan cenderung
tersembunyi (laten), sedangkan sengketa adalah bentuk konflik yang sudah
muncul ke permukaan, di mana pihak-pihak yang berselisih dapat dikenali
dengan jelas. Umumnya, istilah konflik digunakan dalam bidang sosial dan
politik, sedangkan sengketa lebih umum digunakan dalam konteks hukum.
Oleh karena itu, setiap sengketa merupakan bagian dari konflik, tetapi tidak
semua konflik berkembang menjadi sengketa (Kartikawati, 2019).

Dalam praktik hukum, sengketa bisa dikategorikan ke dalam berbagai
jenis. Kartikawati (2019) menyebutkan bahwa sengketa dapat terjadi di bidang
konstitusi, administrasi, ketenagakerjaan, korporasi, perdagangan, hak
kekayaan intelektual, warisan, keluarga, hingga pertanahan. Ragam ini
menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan hukum bisa muncul di hampir
semua sektor kehidupan. Brown dan Marriott (dalam Abdurrasyid, 2002)
bahkan memperluas pengelompokan sengketa ini mencakup persoalan
internasional, perselisihan personal, serta isu-isu sosial dan budaya
(Kartikawati, 2019, hlm. 4-5).

2 | Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen : Sebuah Konsep Penerapan
Online Dispute Resolution di Indonesia



Dalam konteks hukum perdata, sengketa dapat diartikan sebagai
perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran
terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak atau
perjanjian (tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak), baik sebagian maupun
keseluruhan. Menurut Nurnaningsih Amriani, yang dimaksud dengan
sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian
karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
perjanjian.

Selain dari sisi hukum, pemahaman tentang sengketa juga penting dilihat
dari sudut sosial dan budaya. Di Indonesia, masyarakat telah mengenal cara
penyelesaian sengketa yang mengutamakan nilai-nilai lokal seperti
musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Nita Triana (2019) mencatat bahwa
berbagai daerah di Indonesia memiliki istilah khusus untuk penyelesaian
sengketa tradisional, seperti rembugan (Jawa), badami (Sunda), peudame
ureung (Aceh), dan paruman (Bali). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
Indonesia sudah lama memiliki cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik,
berdasarkan prinsip kebersamaan dan keharmonisan sosial (Triana, 2019, hlm.
2-5).

Secara teori, pendekatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-
litigasi) mendapat dukungan dari teori Justice in Many Rooms oleh Marc
Galanter, yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya dapat ditemukan di
pengadilan, melainkan juga dalam berbagai ruang sosial. Ini menjadi dasar
pentingnya pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif
(ADR) yang partisipatif dan sesuai dengan konteks sosial. Begitu pula dengan
pemikiran Brian Z. Tamanaha dalam The Mirror Thesis, yang menekankan
bahwa sistem hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai budaya
masyarakat di mana hukum itu berlaku (Triana, 2019, hlm. 6).

Dari segi hukum, pengakuan terhadap sengketa dan cara penyelesaiannya
sudah diatur dalam berbagai regulasi penting. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
memberikan definisi serta ruang lingkup penyelesaian di luar pengadilan,
termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian oleh ahli.
Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 juga
mewajibkan upaya mediasi terlebih dahulu dalam perkara perdata yang
diajukan ke pengadilan (Jayadi, 2023, hlm. 7-8).
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Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul pula jenis
sengketa baru, seperti sengketa transaksi digital, pelanggaran data pribadi, dan
pelanggaran hak kekayaan intelektual di ranah digital. Untuk itu, penyelesaian
sengketa berbasis teknologi seperti Online Dispute Resolution (ODR) menjadi
alternatif yang sangat penting. Pratama (2023) menekankan bahwa sengketa
digital perlu ditangani dengan cara yang cepat dan efisien, sehingga
pendekatan alternatif seperti ODR menjadi semakin relevan dalam menjawab
tantangan hukum modern (Pratama, 2023, him. 2).

Pengertian sengketa tidak boleh dilihat hanya dari sisi hukum formal.
Sebaliknya, sengketa juga harus dipahami dari sisi filosofis, sosiologis, dan
yuridis. Sengketa adalah bentuk dari perbedaan kepentingan atau pelanggaran
hak yang membutuhkan penyelesaian secara adil dan berkeadilan, baik
melalui pengadilan maupun melalui cara-cara damai seperti musyawarah dan
mufakat.

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang sengketa harus mencakup aspek
psikologis dan emosional para pihak yang terlibat. Seringkali, sengketa bukan
hanya soal hak dan kewajiban secara hukum, tetapi juga melibatkan perasaan
sakit hati, kekecewaan, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Oleh karena
itu, penyelesaian sengketa yang efektif harus mampu mengakomodasi
kebutuhan emosional ini agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat
legalistik, tetapi juga mampu memulihkan hubungan antar pihak. Pendekatan
yang humanis dan empatik ini menjadi sangat penting terutama dalam
sengketa keluarga, warisan, dan komunitas, di mana hubungan sosial dan
ikatan emosional sangat menentukan keberhasilan penyelesaian (Moore,
2016).

Selain itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi, sengketa semakin
kompleks dan lintas batas. Sengketa tidak lagi terbatas pada ranah lokal atau
nasional, melainkan melibatkan berbagai yurisdiksi dan sistem hukum yang
berbeda. Hal ini menuntut pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa
yang lebih fleksibel dan adaptif, seperti arbitrase internasional dan Online
Dispute Resolution (ODR). Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian
sengketa yang cepat, efisien, dan dapat diakses oleh para pihak dari berbagai
negara, sekaligus mengakomodasi perbedaan budaya dan hukum yang ada
(UNCITRAL, 2021). Dengan demikian, penguasaan terhadap berbagai
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karakteristik sengketa dan mekanisme penyelesaiannya menjadi kunci penting
dalam menghadapi tantangan hukum modern.

Sengketa sebagai fenomena sosial dan hukum memang memiliki
beragam bentuk dan kompleksitas yang terus berkembang seiring dengan
dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa,
penting untuk mengenali bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan
melalui jalur litigasi yang formal dan seringkali memakan waktu serta biaya
besar. Penyelesaian sengketa non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa
(Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi pilihan yang semakin diminati
karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan
baik antar pihak. Menurut Wagiman, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Jakarta, mekanisme non-litigasi banyak dipilih oleh perusahaan
untuk menjaga reputasi dan nama baik, karena prosesnya yang berlangsung
secara tertutup dan tidak terbuka untuk umum, berbeda dengan litigasi yang
bersifat transparan dan publik (Hukumonline, 2024).

Di Indonesia, terdapat berbagai bentuk penyelesaian sengketa non-
litigasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk-bentuk tersebut
meliputi arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian
ahli. Masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda,
namun semuanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan
dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien (Yuniarti, 2017). Arbitrase,
misalnya, dianggap sebagai pengadilan swasta yang bersifat tertutup dan
menghasilkan putusan yang mengikat dan final, sedangkan mediasi dan
negosiasi lebih menekankan pada pencapaian kesepakatan bersama melalui
fasilitasi pihak ketiga yang netral.

Pentingnya penyelesaian sengketa non-litigasi juga terlihat dari praktik
bisnis dan ekonomi yang semakin kompleks. Sengketa bisnis yang melibatkan
kontrak, kepemilikan intelektual, atau hubungan kerja sering kali
membutuhkan solusi yang cepat dan rahasia agar tidak merusak reputasi
perusahaan dan hubungan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan
cenderung memasukkan klausul penyelesaian sengketa non-litigasi dalam
perjanjian bisnis mereka sebagai upaya pencegahan sengketa yang berlarut-
larut (Hukumonline, 2024). Mekanisme ini juga membantu mengurangi beban
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pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa, sehingga memberikan
manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, penyelesaian sengketa non-litigasi memberikan ruang bagi
para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan hasil akhir, berbeda
dengan litigasi yang keputusan akhirnya berada di tangan hakim atau arbiter.
Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan kepuasan terhadap hasil
penyelesaian, serta meminimalisir potensi konflik berulang di masa depan.
Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada itikad baik para
pihak dan kompetensi mediator atau arbiter yang memfasilitasi proses tersebut
(Soemartono, 2020). Dengan demikian, pengembangan kapasitas sumber
daya manusia dan sosialisasi ADR menjadi kunci penting dalam
mengoptimalkan penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia.

1.2 POKOK PERMASALAHAN SENGKETA
Pokok permasalahan sengketa merupakan inti dari suatu perselisihan

hukum yang muncul akibat benturan antara dua atau lebih kepentingan yang
saling bertentangan. Biasanya, masing-masing pihak merasa memiliki hak
yang sah atas suatu objek atau hubungan hukum tertentu. Dalam praktik
hukum perdata dan administrasi negara, mengenali pokok sengketa secara
tepat sangat penting karena menjadi dasar bagi proses penyelesaian seperti
pengajuan gugatan, mediasi, hingga mekanisme Alternatif Penyelesaian
Sengketa (ADR). Umumnya, sengketa timbul ketika salah satu pihak merasa
dirugikan baik dalam bentuk kerugian materiil maupun nonmaterial dan
mengharapkan pemulihan melalui jalur hukum.

Menurut Dwi Ratna Kartikawati (2019), pokok permasalahan dalam
sengketa adalah bagian terdalam dari konflik yang sedang terjadi. Ini
merupakan sumber utama ketidaksepakatan antar pihak. Permasalahan ini tak
selalu bersifat hukum murni, melainkan juga bisa berasal dari faktor sosial,
budaya, psikologis, bahkan perkembangan teknologi. Hal ini terlihat nyata
dalam sengketa digital atau di sektor keuangan teknologi (fintech), yang
semakin kompleks dan tidak bisa dijawab dengan pendekatan hukum
konvensional semata. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap
inti permasalahan menjadi langkah awal yang sangat penting untuk
menyelesaikan konflik secara adil dan efektif.
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Senada dengan itu, Takdir Rahmadi (2021) mengungkapkan bahwa
pokok sengketa sering kali telah muncul sejak awal terbentuknya hubungan
hukum, namun menjadi rumit seiring waktu karena adanya perbedaan
penafsiran terhadap norma hukum, pelanggaran aturan, hingga dinamika
sosial seperti perubahan kebijakan. Dalam praktik, peran pengacara, mediator,
atau arbiter menjadi krusial untuk menyaring fakta dan norma yang relevan
agar bisa menggambarkan inti persoalan yang sedang disengketakan secara
utuh.

Mengacu pada klasifikasi yang disampaikan oleh Brown dan Marriott
dalam karya Priyatna Abdurrasyid (2023), pokok-pokok permasalahan
sengketa secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kategori besar, yaitu:
1. Sengketa Internasional dan Hukum Publik, seperti pelanggaran

perjanjian antarnegara, sengketa batas wilayah, atau pelanggaran HAM

lintas negara.

2. Sengketa Konstitusional, yang muncul dari konflik antar lembaga negara,
pelanggaran hak konstitusional warga negara, atau pembentukan undang-
undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

3. Sengketa Administratif, mencakup masalah perizinan, keputusan badan
publik, atau sanksi administratif yang dianggap merugikan pihak
tertentu.

4. Sengketa Kontraktual, yang berkaitan dengan perselisihan isi dan
pelaksanaan perjanjian, seperti wanprestasi atau ketidaksepakatan atas
interpretasi klausul kontrak.

5. Sengketa Kekayaan Intelektual dan Privasi, termasuk pelanggaran hak
cipta, penyalahgunaan data pribadi, hingga pencemaran nama baik
melalui platform digital.

Dalam perkembangan masyarakat digital, terutama di sektor pinjaman
online (fintech lending), pokok persoalan sengketa kerap berkaitan dengan
pelanggaran hak privasi, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, hingga
penagihan utang yang tidak etis. Rina Arum Prastyanti dan Arief Budiono
(2023) menyoroti bahwa sumber konflik terletak pada relasi yang tidak
seimbang antara penyedia layanan digital dan pengguna, di mana konsumen
sering kali dalam posisi lemah dan tidak memiliki kendali atas data pribadinya
yang kemudian disalahgunakan.
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Secara umum, pokok permasalahan dalam sengketa mencakup dua
dimensi utama:

1. Dimensi Normatif, yaitu menyangkut pelanggaran terhadap aturan
hukum, ketentuan dalam kontrak, atau validitas suatu norma. Contohnya,
apakah sebuah perjanjian sah menurut hukum, atau apakah tindakan
administratif suatu instansi memiliki dasar hukum.

2. Dimensi Faktual, berkaitan dengan perbedaan dalam menafsirkan fakta,
kronologi kejadian, atau bukti yang ada. Misalnya, apakah benar terjadi
pelanggaran  kontrak atau apakah data pribadi benar-benar
disalahgunakan.

Triana (2019) menekankan bahwa pemisahan yang jelas antara dimensi
normatif dan faktual sangat membantu dalam proses perumusan strategi
penyelesaian yang adil dan tepat sasaran. Baik proses litigasi maupun non-
litigasi seperti mediasi dan arbitrase akan lebih efektif jika fokus diarahkan
pada inti masalah yang telah teridentifikasi secara benar.

Di era digital saat ini, pokok sengketa tidak lagi terbatas pada persoalan
klasik seperti utang-piutang atau pelanggaran perjanjian. Sengketa digital
melibatkan isu-isu baru seperti pencurian data, penipuan online, penyebaran
informasi palsu (hoaks), hingga penggunaan klausul sepihak dalam kontrak
digital. Prastyanti dan Budiono (2023) menegaskan bahwa permasalahan
dalam sengketa fintech lending juga menyangkut pelanggaran etika dan Hak
Asasi Manusia digital, seperti tindakan penagihan utang yang melecehkan
konsumen secara psikologis maupun sosial. Maka dari itu, pendekatan
terhadap pokok permasalahan tidak bisa hanya legalistik, tetapi juga harus
mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan konsumen, dan prinsip
etika bisnis.

Menentukan pokok permasalahan secara akurat memiliki pengaruh besar
terhadap:

1. Pemilihan metode penyelesaian yang tepat. Misalnya, sengketa teknis
seperti kontrak bisnis lebih cocok diselesaikan lewat arbitrase, sementara
konflik ketenagakerjaan lebih pas melalui mediasi atau konsiliasi.

2. Efisiensi proses hukum, Identifikasi awal yang tepat membantu
mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi biaya.
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3. Kualitas hasil penyelesaian, Solusi yang ditawarkan akan lebih relevan
dan berkeadilan bila didasarkan pada pokok persoalan yang sebenarnya,
bukan hanya gejala permukaan.

Dalam penyelesaian non-litigasi, Hendri Jayadi (2023) menggarisbawahi
pentingnya kemampuan negosiasi dan fasilitasi dalam memahami sudut
pandang para pihak dan merumuskan kembali inti masalah secara adil. Hal ini
akan menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan mendorong solusi yang
tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Dengan demikian, pokok permasalahan sengketa adalah inti dari setiap
proses penyelesaian konflik. Ia tidak sekadar mewakili perbedaan pendapat,
tetapi mencerminkan benturan kepentingan yang memerlukan penyelesaian
hukum yang adil, tepat, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam
masyarakat yang terus berkembang, baik dari sisi teknologi maupun struktur
sosial, pendekatan terhadap pokok sengketa pun harus dilakukan secara teliti,
menyeluruh, dan dengan pendekatan interdisipliner.

1.3 SIFAT SENGKETA
Sengketa dalam bidang hukum merujuk pada pertentangan yang muncul

antara dua pihak atau lebih karena adanya kepentingan hukum yang saling
bertolak belakang, dan tidak dapat diselesaikan secara informal. Sengketa
terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan haknya dilanggar atau
kebutuhannya tidak terpenuhi oleh pihak lain sehingga merasa perlu
menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab
itu, mengenali sifat-sifat dasar dari sengketa sangat penting untuk menentukan
langkah dan strategi penyelesaian yang tepat, baik melalui proses pengadilan
(litigasi) maupun melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

Salah satu sifat utama dari sengketa adalah bersifat adversarial, yakni
adanya posisi saling berhadapan antara pihak-pihak yang terlibat. Masing-
masing pihak berusaha mempertahankan atau memenangkan klaim hukumnya
di hadapan pihak ketiga yang netral, seperti hakim atau arbiter. Dalam sistem
ini, proses penyelesaian berlangsung secara formal dan konfrontatif, dan
keputusan akhirnya berada di tangan otoritas eksternal yang bersifat mengikat.
Model ini merupakan pendekatan umum yang digunakan dalam sistem hukum
perdata maupun pidana di Indonesia (Soekanto, 2020).
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Meski begitu, tidak semua sengketa harus bersifat konfrontatif. Dalam
banyak kasus, terutama yang melibatkan relasi jangka panjang seperti
hubungan keluarga, komunitas, atau bisnis, para pihak lebih memilih
penyelesaian yang bersifat kooperatif. Proses mediasi atau negosiasi menjadi
lebih efektif dalam konteks ini karena menjaga keharmonisan hubungan.
Seperti dijelaskan oleh Triana (2019), ADR menawarkan penyelesaian yang
lebih fleksibel, cepat, dan ramah terhadap keberlanjutan relasi sosial.

Sengketa juga memiliki dimensi subjektif dan objektif. Subjektif karena
setiap pihak merasa memiliki dasar yang benar atau merasa dirugikan,
meskipun belum tentu terbukti secara hukum. Objektif karena sengketa
seringkali melibatkan unsur-unsur hukum yang dapat diuji, seperti keberadaan
hubungan hukum, pelanggaran kontrak, atau dokumen hukum yang sah.
Menurut Rahmadi (2021), dalam praktik penyelesaian sengketa, mengurai
perbedaan antara persepsi subjektif dan kenyataan objektif menjadi tantangan
penting dalam proses litigasi maupun mediasi.

Dalam konteks modern, sifat sengketa juga bersifat dinamis dan
kontekstual. Artinya, sengketa dapat berkembang seiring perubahan sosial,
teknologi, atau kebijakan. Sengketa yang awalnya sederhana bisa menjadi
kompleks jika tidak segera ditangani. Contohnya, dalam sengketa pada sektor
fintech lending, hubungan hukum yang awalnya sah dapat berubah menjadi
konflik hukum ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi atau pelanggaran
etika penagihan (Prastyanti & Budiono, 2023).

Lebih jauh, sengketa masa kini sering bersifat kompleks dan
multidimensi. Artinya, satu sengketa dapat melibatkan berbagai aspek hukum
sekaligus. Misalnya, sengketa pertanahan bisa terkait dengan hukum agraria,
hukum adat, dan hukum administrasi negara. Dalam situasi seperti ini,
penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan interdisipliner. Jayadi (2023)
menekankan pentingnya pemahaman lintas disiplin baik dari aspek hukum,
sosiologi, psikologi, hingga ekonomi agar penyelesaian yang diambil lebih
holistik dan tepat guna.

Sifat laten dan terbuka juga merupakan ciri khas sengketa. Banyak
konflik yang pada awalnya tersembunyi (laten) dalam masyarakat, kemudian
berubah menjadi sengketa terbuka ketika terjadi eskalasi atau ketika pihak
yang merasa dirugikan memilih menempuh jalur hukum. Tamanaha (2017)
menunjukkan bahwa di masyarakat tradisional, banyak sengketa diselesaikan
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PENUTUP

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti mediasi, negosiasi, dan
arbitrase, telah lama dikenal di Indonesia dan diakui secara hukum sebagai
mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, efisien, serta mengutamakan
keadilan dan keharmonisan sosial. Namun, tantangan baru dalam bentuk
sengketa digital menuntut inovasi dalam penyelesaian, sehingga Online
Dispute Resolution (ODR) menjadi sangat relevan. ODR menawarkan solusi
berbasis teknologi yang dapat diakses luas, mengurangi biaya dan waktu, serta
memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen di era
digital. Revisi Undang-Undang Perlindungan konsumen dan harmonisasi
dengan Undang-Undang yang lain telah di tunggu oleh pengguna transaksi
elektronik mengingat perkembangan hukum dan teknologi sangat dinamis,
materi buku perlu diperbarui secara berkala, khususnya terkait regulasi
terbaru, praktik ODR, dan kasus-kasus aktual yang relevan dengan sengketa
konsumen digital. Pendalaman Studi Kasus dan Analisis Praktik: Penambahan
studi kasus nyata, baik dari dalam maupun luar negeri, akan memperkaya
wawasan pembaca mengenai implementasi ADR dan ODR.

Analisis mendalam terhadap putusan-putusan penting juga dapat
memberikan gambaran konkret tentang tantangan dan solusi di lapangan.
Pendekatan Interdisipliner: Buku dapat melibatkan perspektif dari berbagai
bidang seperti teknologi informasi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi, agar
solusi yang ditawarkan lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
modern. Panduan Praktis dan Infografis: Penambahan panduan langkah demi
langkah, infografis, atau flowchart mengenai prosedur ADR dan ODR akan
sangat membantu mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum dalam
memahami proses penyelesaian sengketa secara praktis. Kolaborasi dengan
Praktisi dan Regulator: Melibatkan praktisi hukum, mediator, arbiter, serta
regulator dalam penyusunan materi akan memperkuat relevansi dan kualitas
buku, serta memastikan bahwa teori yang disajikan sesuai dengan praktik di
lapangan.
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Mendorong Partisipasi Publik dan Umpan Balik: Penulis diharapkan
membuka ruang partisipasi publik, baik melalui diskusi, seminar, maupun
forum daring, untuk mendapatkan masukan dan kritik membangun demi
peningkatan kualitas buku di masa mendatang. Peningkatan Literasi Hukum
di Masyarakat: Buku ini dapat dijadikan salah satu instrumen untuk
meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan
konsumen dan pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian sengketa.
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Buku ini menegaskan bahwa sengketa konsumen merupakan
fenomena hukum yang tidak dapat dihindari dalam dinamika
masyarakat modern, khususnyva di tengah pesatnyva perkembangan
teknologl informasi dan transaksi daring. Sengketa konsumen
sering kali terjadi akibat ketidakseimbangan posisi antara
konsumen dan pelaku usaha, vang semakin kompleks seiring
munculnya transaksi digital, pelanggaran data pribadi, dan
praktik bisnis online. Pentingnva pemahaman mendalam
mengenal pokok permasalahan sengketa, baik dari dimensi
normatif mawpun faktual, agar proses penyelesaian dapat
berjalan efektif dan adil. Pengakuan terhadap nilai-nilai
lokal, budaya musyawarah, serta prinsip keadilan sosial
men jadi landasan penting dalam membangun sistem penyelesaian
sengketa yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, buku ini berhasil memberikan
gambaran komprehensif mengenai teori, praktik, hingga
tantangan aktual dalam penvelesaian sengketa konsumen, baik
secara konvensional maupun digital. Buku ini diharapkan dapat
menjadi referensi utama bagi mahasiswa, praktisi hukum,
regulator, dan masyarakat luas dalam memahami dan
mengimplementasikan mekanisme penyelesaian sengketa yang
adaptif dan berkeadilan. Dengan berbagai saran tersebut,
diharapkan tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi
juga menjadi panduan aplikatif dalam membangun sistem
penyelesaian sengketa konsumen yang progresif, adaptif, dan
berkeadilan di Indonesia,
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